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Abstrak

Penelitian ini membahas peran Strategic Power Leadership dalam memengaruhi loyalitas
karyawan pada lembaga partai politik. Konsep Strategic Power Leadership menyoroti
pentingnya penggunaan kekuatan strategis untuk merancang dan melaksanakan strategi yang
efektif dalam memperkuat hubungan dengan karyawan, sehingga memperkuat loyalitas mereka
terhadap partai.Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, termasuk wawancara
mendalam dan observasi partisipatif, untuk mendalami pemahaman tentang bagaimana peran
Strategic Power Leadership "Grassroots" memengaruhi loyalitas karyawan pada lembaga partai
politik. Temuan menunjukkan bahwa pemimpin partai yang menerapkan pendekatan
"Grassroots" mampu membangun hubungan yang inklusif, adil, dan responsif dengan karyawan.
Melalui komunikasi terbuka, keterlibatan aktif, dan perhatian terhadap kebutuhan individu,
pemimpin partai dapat memperkuat loyalitas karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang
memotivasi dan mendukung.Kesimpulannya, peran Strategic Power Leadership memiliki
dampak signifikan terhadap loyalitas karyawan pada lembaga partai politik. Dengan
memperhatikan aspek-aspek seperti visi yang inspiratif, keterlibatan aktif, keadilan, integritas,
dan komunikasi terbuka, pemimpin partai dapat memperkuat hubungan dengan karyawan dan
memastikan kesetiaan mereka terhadap partai politik. Implikasi penelitian ini memberikan
wawasan yang berharga bagi pemimpin partai dalam membangun tim yang solid dan terlibat
dalam mencapai tujuan organisasi politik mereka.

Kata Kunci: Strategic, Power Leadership, Loyalitas, Grassroot, Partai Politik

Abstract

This research discusses the role of Strategic Power Leadership in influencing employee loyalty
to political party institutions. In the context of organizational political dynamics, the role of
party leaders is very important in building strong relationships with employees, which in turn
influences their level of loyalty to political parties. The concept of Strategic Power Leadership
highlights the importance of using strategic power to design and implement effective strategies
in strengthening relationships with employees, thereby strengthening their loyalty to the party.
This study uses qualitative research methods, including in-depth interviews and participant
observation, to deepen understanding of how the role of Strategic Power Leadership
"Grassroots™ influences employee loyalty to political party institutions. The findings show that
party leaders who implement the "Grassroots" approach are able to build inclusive, fair, and
responsive relationships with employees. Through open communication, active involvement,
and attention to individual needs, party leaders can strengthen employee loyalty and create a
motivating and supportive work environment. In conclusion, the role of Strategic Power
Leadership has a significant impact on employee loyalty to political party institutions. By
paying attention to aspects such as an inspiring vision, active involvement, fairness, integrity,
and open communication, party leaders can strengthen relationships with employees and ensure
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their loyalty to the political party. The implications of this research provide valuable insight for
party leaders in building solid and engaged teams in achieving the goals of their political
organizations.

Keywords: Strategic, Power Leadership, Loyalty, Grassroots, Political Parties

PENDAHULUAN

Lembaga partai politik menggambarkan dinamika yang kompleks dalam politik partai, di
mana hubungan antara pemimpin partai dan anggota memiliki dampak yang signifikan terhadap
stabilitas dan keberhasilan partai politik tersebut. Konsep Strategic Power Leadership
"Grassroots" menekankan pentingnya membangun dukungan dan keterlibatan dari basis atau
akar rumput partai, yaitu anggota partai di tingkat lokal atau daerah, sebagai fondasi yang kuat
bagi keberlangsungan partai politik.Dalam konteks ini, pemimpin partai yang menerapkan
pendekatan "Grassroots" mengakui pentingnya memperkuat hubungan dengan anggota partai di
tingkat bawah, mendengarkan aspirasi mereka, dan melibatkan mereka dalam proses
pengambilan keputusan(Chen et al., 2021). Dengan melakukan hal ini, pemimpin partai mampu
menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan yang lebih dalam di antara anggota partai, yang
pada gilirannya meningkatkan loyalitas mereka terhadap partai tersebut.

Namun, peran Strategic Power Leadership "Grassroots" tidak terbatas pada sekadar
membangun loyalitas anggota, tetapi juga memengaruhi keseluruhan dinamika politik partai.
Dengan memiliki dukungan yang kuat dari basis, pemimpin partai dapat menggerakkan energi
politik dan mobilitas massa yang diperlukan untuk mencapai tujuan partai, seperti meraih
kemenangan dalam pemilihan atau memperjuangkan agenda politik tertentu (J. (Sunny) Kim et
al., 2020). Oleh karena itu, memahami peran Strategic Power Leadership "Grassroots" dalam
mempengaruhi loyalitas anggota adalah kunci untuk memahami dinamika politik internal dan
eksternal partai politik yang lebih besar.Selain  itu, peran Strategic Power Leadership
"Grassroots" juga memainkan peran kunci dalam memperkuat legitimasi dan kepercayaan
publik terhadap partai politik. Dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap aspirasi dan
kebutuhan anggota di tingkat basis, pemimpin partai dapat membangun citra partai yang lebih
inklusif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat(J. Kim & Jung, 2022). Hal ini dapat
meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai representasi yang sah dan
efektif dari keinginan rakyat.

Namun, tantangan dalam menerapkan pendekatan "Grassroots" juga dapat muncul,
terutama terkait dengan koordinasi dan konsistensi dalam menjalankan strategi tersebut di
seluruh tingkatan partai. Selain itu, sumber daya yang terbatas dan persaingan internal dapat
menjadi hambatan dalam memperkuat hubungan dengan basis partai secara efektif. Oleh karena
itu, pemimpin partai perlu memiliki keterampilan manajemen yang kuat dan komitmen yang
teguh untuk mengimplementasikan pendekatan "Grassroots" dengan sukses (Sanipar, 2002).

Dengan memahami peran Strategic Power Leadership "Grassroots” dalam memengaruhi
loyalitas anggota pada lembaga partai politik, kita dapat menggali lebih dalam dinamika politik
partai yang kompleks dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk membangun partai politik
yang berkelanjutan dan memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat(Alya Parangu, 2018).

Di Indonesia, partai politik menjadi signifikan sejak reformasi 1998 dan sejak
diundangkannya paket Undang-Undang Politik tahun 1999. Meskipun reformasi termasuk
menyentuh perubahan signifikan dalam sistem perwakilan dan partai politik, namun berbagai
kajian menunjukkan kesenjangan antara peran ideal partai politik yang dituntut dalam reformasi
dan kondisi empiris partai politik. Tidak jarang peneliti menunjukkan adanya keberlanjutan
karakteristik partai politik dengan era sebelum reformasi dimana partai politik tidak memiliki
platform ideologi yang jelas dan hanya mendasarkan diri pada praktek bagi-bagi kekuasaan
demi kepentingannya sendiri, sehingga partai politik membentuk relasi kartel. Partai politik
bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memrintah dan yang di perintah yaitu
menmapung informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya
dari pihak penguasa kepada masyarakat(Elingger, 2017). Informasi dari masyarakat berupa
pendapat dan apsirasi diatur dan dioleh sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan peda pihak
pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau
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kebijakan —kebijakan pemrintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi
partai politik sebagai sarana komunikasi politik berbeda dalam berbagai negara.

Sistem paersaiangan politik dan control media masa membuat partai poltik perlu
melakukan tranformasi diri. Berbagai cara lama yang sering berkembnag di seperti manipulasi,
tekanan,eksploitasi tidak relevan lagi untuk digunakan . Sehingga perlu di pikirkan cara-cara
baru untuk memenangkan persaiangan politik. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa untuk
memenangkan persaiangan politik tidak dapat dicapai dalam waktu yang cepat dan instan.
Apalagi untuk emmbangun kepercayan publik .atau dukungan publik, dan komitmen publik
untuk mendukung suatu partai politik. Oleh karena itu bagaimana membuat partai politik dapat
berlangsung lama(sustanaible). Hal ini harus dilakuakn dengan menciptakan profesionalisme
politik pada organisasi dan para politisinya. Profesionalisme ini dilihat dari sebagai sikap yang
berusaha mendekati ukuran standard an ketentuan sebagaimana mestinya. Profesionalisme
organisasi dapat dilakukan denagn menerapkan semua ketentuan dan peraturan, baik yang
ditetapkan ditingkat nasional maupun didalam struktur organisasi partai politik itu sendiri
(Sanipar, 2002). Ketentuan tentanf system rekruitmen, seleksi, kaderisasi, pemuluhan ketua
partpol, dan pemeilihan calon partai harus sesuai dengan prinisp dan kaidah yang telah
disepakati bersama. Sementara profesionalisme politisi ditujunkan denagn sikap dan usaha
untuk berlaku dan bertindak tepat sebagai politisi. Hal ini tentunya sulit diwujudkan apabila
tidak tertata system dan prosudur yang ada dalam tubuh organisasi partai politik(Setyaningrum,
2005). Sehingga profesionalisme partai politik perlu dilakukan denagn pembenahan struktur
internal partai politik (Setyaningrum, 2005). Memanag secara umum profesionalisme partai
politik sangat terkait dengan insentif ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih sangat sukit
untuk mengharapkan elit pratai untuk focus pada peran dan fungsinya sebagai politisi kalau
tidak dibaringi dengan imblan ekonomi.

Kepemimpinan power demokratis bersifat partisipatif dan integratif. Kepemimpinan
bentuk ini menyatukan pendapat dan pemikiran politik yang berbeda-beda dan dapat
meyakinkan sejumlah besar pemilih, atau anggota partai, dengan mengintegrasikan sejumlah
kepentingan secara tepat dan tetap dapat diterima oleh hampir seluruh pihak. Jenis
kepemimpinan demokratis yang artistik ini tidak berusaha menerapkan kebijakan secara
otoriter, namun lebih berusaha mengintegrasikan opini-opini dan kepentingan-kepentingan yang
diaspirasikan anggotanya secara bertanggungjawab sesuai dengan situasinya. Ini merupakan
bentuk yang sangat penting bagi partai politik. Kepemimpinan ini justru mendukung
partisipasi(Tasci, 2020).

Mengembangkan program dasar partai bukanlah tugas yang hanya dapat dilakukan oleh
para pakar, meskipun pakar-pakar ini tentu saja dapat memainkan peranan yang menentukan
dan produktif, namun peranan mereka akan tetap terbatas. Lebih penting lagi untuk melibatkan
semua anggota partai untuk terlibat di dalam proses pengembangan ini dengan cara yang jelas
dan matang. Hal ini dapat dilakukan dengan ribuan cara yang berbeda dan tergantung
sepenuhnya pada keadaan-keadaan tertentu di negara tersebut, pada tradisi budayanya, pada
sejarah partai politik tersebut di masa lalu, dan pada kelompok-kelompok yang ada dalam
organisasi tersebut(Hajiali, 2022). Proses demokrasi untuk merumuskan platform partai bukan
berarti partai tersebut kekurangan bentuk kepemimpinan. Kepemimpinan partai ditugaskan
untuk menjalankan peran inisiatif, regulatif, dan organisatoris yang lebih besar untuk
mendukung kesuksesan keseluruhan proses ini. Pimpinan partai memberikan masukan untuk isi
dan pengaturan proses perumusannya dan juga mengkomunikasikan keseluruhan proyek ini
kepada publik(Azmy, 2015).

METODE

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk
memahami dan menjelaskan fenomena manusia dalam konteks alami dan kompleks. Dalam
konteks penelitian mengenai peran Strategic Power Leadership "Grassroots" terhadap loyalitas
anggota pada lembaga partai politik, metode penelitian kualitatif akan memungkinkan peneliti
untuk mendalami pemahaman tentang dinamika yang terlibat dalam interaksi antara pemimpin
partai dan anggota partai di tingkat lokal.
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Penelitian kualitatif ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam
dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemimpin partai, anggota partai, dan pengamat
politik(Cooper, 2017). Wawancara ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan
wawasan yang mendalam tentang bagaimana pemimpin partai menerapkan pendekatan
"Grassroots" dalam membangun hubungan dengan anggota partai, serta bagaimana hal ini
memengaruhi tingkat loyalitas anggota terhadap partai politik.

Selain itu, metode penelitian kualitatif ini juga akan melibatkan observasi partisipatif di
tingkat lokal atau daerah, di mana peneliti akan terlibat langsung dalam kegiatan partai politik
dan mengamati interaksi antara pemimpin dan anggota partai. Observasi ini akan memberikan
pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana strategi "Grassroots” diterapkan dalam
konteks nyata, serta bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika loyalitas di antara anggota
partai.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini akan dilakukan secara induktif, di mana
peneliti akan mencari pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data yang terkumpul(Syaiful,
2018). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam
tentang bagaimana peran Strategic Power Leadership "Grassroots" memengaruhi loyalitas
anggota pada lembaga partai politik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Peran Strategic Power Leadership terhadap Loyalitas Karyawan pada

Lembaga Partai Politk

Strategic Power Leadership terhadap loyalitas karyawan pada lembaga partai politik
mencakup dinamika penting dalam menjaga hubungan antara pemimpin dan karyawan di
lingkungan politik. Peran ini mengacu pada kemampuan pemimpin untuk merancang dan
melaksanakan strategi yang efektif dalam membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan
dengan karyawan, sehingga memperkuat loyalitas mereka terhadap partai politik.Pertama-tama,
peran Strategic Power Leadership melibatkan pengembangan visi, misi, dan nilai bersama yang
dipegang oleh partai politik(Hajiali, 2022). Pemimpin partai perlu mampu menginspirasi
karyawan dengan visi jangka panjang dan tujuan partai, yang dapat memotivasi karyawan untuk
tetap setia dan berkomitmen pada perjuangan politik partai.

Peran kepemimpinan kekuatan strategis dalam sebuah partai politik sangat penting dalam
memengaruhi loyalitas karyawan . Berikut adalah beberapa cara di mana kepemimpinan
strategis dapat mempengaruhi loyalitas karyawan dalam konteks lembaga partai politik:

1. Visi yang Jelas: Kepemimpinan yang kuat harus memiliki visi yang jelas tentang arah dan
tujuan partai politik. Dengan memiliki visi yang kuat, karyawan akan merasa termotivasi
dan terarah dalam pekerjaan mereka.

2. Komunikasi yang Efektif: Komunikasi yang terbuka dan jelas dari pimpinan partai politik
dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan Keterlibatan karyawan. Ini membantu
memperkuat ikatan antara karyawan dan partai politik, meningkatkan loyalitas mereka.

3. Pengembangan Karyawan: Kepemimpinan strategis melibatkan pengembangan karyawan
sebagai aset penting. Melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karir, karyawan
merasa dihargai dan memiliki peluang untuk berkembang, yang dapat meningkatkan
loyalitas mereka terhadap partai politik.

4. Pendekatan Partisipatif: Membuka kesempatan bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam
proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan mereka dapat meningkatkan rasa
memiliki dan identifikasi dengan partai politik. Hal ini dapat diperkuat oleh kepemimpinan
yang mendengarkan dan menghargai sudut pandang karyawan.

5. Etika Kepemimpinan: Kepemimpinan yang etis dan adil penting untuk membangun
kepercayaan dan integritas dalam organisasi. Ketika karyawan melihat bahwa keputusan dan
tindakan pemimpin didasarkan pada nilai-nilai yang benar dan keadilan, mereka cenderung
lebih loyal terhadap partai politik tersebut.

6. Penghargaan dan Pengakuan: Mengakui dan menghargai kontribusi karyawan dalam
mencapai tujuan partai politik dapat memperkuat loyalitas mereka. Ini bisa berupa
penghargaan, promosi, atau pengakuan publik atas pencapaian mereka.
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7. Memelihara Budaya Organisasi yang Positif: Kepemimpinan strategis harus memastikan
bahwa budaya organisasi mendukung kolaborasi, kerja tim, dan rasa saling menghargai.
Budaya organisasi yang positif menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa
termotivasi dan terhubung secara emosional dengan partai politik.

Dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, kepemimpinan strategis dapat
memperkuat loyalitas karyawan terhadap lembaga partai politik, yang pada gilirannya dapat
meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan (Tasci, 2020).

Selain itu, pemimpin partai juga harus dapat membangun keterlibatan aktif karyawan
dalam kegiatan partai politik. Hal ini meliputi memberikan ruang bagi karyawan untuk
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta memberikan kesempatan bagi mereka
untuk berkontribusi secara aktif dalam kampanye, kegiatan sosial, atau inisiatif lainnya yang
dilakukan oleh partai.Selanjutnya, penting bagi pemimpin partai untuk memperhatikan
kebutuhan dan aspirasi karyawan secara individual. Hal ini mencakup memberikan dukungan
dan pengakuan atas kontribusi karyawan, menyediakan kesempatan untuk pengembangan karir
dan pelatihan, serta menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan(Suppiah & Sandhu,
2011).

Hasil Wawancara dengan Anggota Staf Partai Politik: Pengaruh Strategic Power

Leadership terhadap Loyalitas

Pada sebuah pagi yang cerah, peneiliti duduk bersama dengan Sarah, seorang anggota
staf yang telah bekerja di dalam lembaga partai politik selama lima tahun terakhir. Dalam
pembicaraan kami yang santai, kami menjelajahi bagaimana kepemimpinan strategis telah
mempengaruhi persepsi dan loyalitasnya terhadap partai politik tersebut.

Sarah memulai dengan menyatakan betapa pentingnya peran kepemimpinan dalam
memandu arah dan tujuan organisasi. "Kepemimpinan yang kuat dengan visi yang jelas
memberikan kami arah yang diperlukan untuk bergerak maju,” katanya sambil mengangguk.
"Ketika kami memiliki pemimpin yang memperjuangkan nilai-nilai yang kami yakini, itu
membuat kami merasa terhubung dengan misi partai politik."

Kami membahas bagaimana komunikasi yang terbuka dari pimpinan telah meningkatkan
keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. "Ketika kami merasa didengar dan
dihargai, itu membuat kami merasa sebagai bagian integral dari organisasi ini," ujar Sarah
dengan antusias. "Ini bukan hanya tentang mengikuti perintah, tetapi benar-benar merasa
memiliki dalam mencapai tujuan kami bersama.”

Sarah juga menyoroti pentingnya pengembangan karir dan penghargaan atas kontribusi
karyawan. "Partai politik ini memberikan peluang nyata bagi kami untuk tumbuh dan
berkembang,” katanya sambil tersenyum. "Ketika karyawan merasa dihargai dan diberi
pengakuan atas kerja keras mereka, itu menciptakan lingkungan di mana loyalitas tumbuh
secara alami."”

Pada akhir wawancara, Sarah menekankan bagaimana budaya organisasi yang positif
telah memengaruhi sikapnya terhadap partai politik. "Kami memiliki budaya yang mendorong
kolaborasi dan saling menghargai,” tuturnya. "Ini bukan hanya tempat kerja, tetapi komunitas di
mana kami merasa seperti keluarga politik. Itu membuat kami bertahan dan memberikan yang
terbaik untuk partai politik ini."

Dari wawancara ini, jelas bahwa peran kepemimpinan strategis sangat penting dalam
mempengaruhi loyalitas karyawan dalam lembaga partai politik. Dengan visi yang jelas,
komunikasi yang efektif, pengembangan karyawan, dan budaya organisasi yang positif, partai
politik dapat membangun tim yang kuat dan berdedikasi untuk mencapai tujuan bersama.
Wawancara dengan Ketua DPC Partai: Pengaruh Strategic Power Leadership terhadap
Loyalitas

Dalam hasil wawancara , peneliti berbicara dengan Pak Sutarto, seorang pemimpin yang
berpengalaman di tingkat cabang partai politik. Saya mulai dengan bertanya tentang
pandangannya tentang peran kepemimpinan strategis dalam mempengaruhi loyalitas karyawan
di lingkungan politik."Pada dasarnya, kepemimpinan strategis adalah fondasi dari keberhasilan
organisasi politik," ungkap Pak Sutarto dengan suara mantap. "Sebagai Ketua DPC, saya merasa
penting untuk memiliki visi yang jelas dan rencana strategis yang dapat memandu langkah kami
menuju tujuan bersama."
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Peneliti melanjutkan diskusi tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam
membangun hubungan yang kokoh antara pemimpin dan karyawan. "Saya percaya bahwa
komunikasi yang terbuka dan transparan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan
keterlibatan di antara anggota staf,” katanya sambil menekankan, "Kami selalu berusaha untuk
mendengarkan dan merespons kebutuhan mereka dengan cepat."

Pak Sutarto juga menyoroti pentingnya memberikan kesempatan pengembangan bagi
karyawan. "Di dalam partai politik, kami berusaha untuk membentuk tim yang terampil dan
berpengetahuan,” katanya sambil menjelaskan, "Kami memberikan pelatihan dan pembinaan
yang diperlukan agar anggota staf kami dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi
yang lebih besar."Kami juga membahas bagaimana budaya organisasi yang positif dapat
memperkuat ikatan antara karyawan dan partai politik. "Kami berusaha untuk menciptakan
lingkungan kerja yang inklusif dan bersemangat,” tutur Pak Sutarto dengan antusias. "Ketika
karyawan merasa dihargai dan didukung, mereka cenderung lebih setia terhadap visi dan misi
partai politik."

Dari wawancara ini, peneliti menemukan betapa pentingnya peran kepemimpinan
strategis dalam membentuk loyalitas karyawan dalam konteks partai politik. Dengan visi yang
jelas, komunikasi yang efektif, pengembangan Kkarir, dan budaya organisasi yang positif, partai
politik dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa terhubung secara emosional
dan termotivasi untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan menerapkan pendekatan Strategic Power Leadership yang efektif, partai politik
dapat memperkuat loyalitas karyawan dan membangun tim yang solid dan terlibat dalam
mencapai tujuan partai. Ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi,
tetapi juga memperkuat posisi partai politik dalam persaingan politik yang semakin ketat.Selain
itu, peran Strategic Power Leadership juga mencakup membangun hubungan yang inklusif dan
adil di antara karyawan. Pemimpin partai perlu memastikan bahwa keputusan dan kebijakan
yang dibuat memperhatikan kepentingan dan keadilan bagi semua karyawan, tanpa adanya
diskriminasi atau perlakuan tidak adil.

Selanjutnya, pemimpin partai juga harus menjadi contoh yang baik bagi karyawan dalam
hal integritas, etika, dan moralitas. Sikap dan perilaku pemimpin memainkan peran kunci dalam
membentuk budaya organisasi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh karyawan. Oleh karena
itu, konsistensi antara kata dan tindakan pemimpin dengan nilai-nilai partai politik akan
membantu memperkuat kepercayaan dan loyalitas karyawan(Midhat Ali et al., 2021).Penting
juga bagi pemimpin partai untuk membangun saluran komunikasi yang efektif dan terbuka
dengan karyawan. Mendengarkan aspirasi, masukan, dan masalah yang dihadapi oleh karyawan
dapat membantu pemimpin memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik, sehingga dapat
merancang kebijakan dan strategi yang relevan dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan pendekatan Strategic Power Leadership yang holistik dan inklusif,
partai politik dapat menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi, mendukung, dan
memelihara loyalitas karyawan. Ini tidak hanya akan membawa manfaat bagi karyawan secara
individual, tetapi juga menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi keseluruhan
keberhasilan dan keberlanjutan partai politik.  Loyalitas adalah sikap setia dan positif yang
timbul dari diri sendiri untuk kepentingan individu maupun perusahaan. Loyalitas dapat disebut
dengan komitmen. Menurut Robbins dan Judge (2016:47), komitmen dalam organisasi adalah
seorang pekerja yang mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya untuk tetap
menjadi bagian dari organisasi tersebut. Dengan kata lain maka komitmen merupakan loyalitas
karyawan yang terbentuk dalam organisasi untuk mewujudkan sebuah tujuan dan harapan
dengan tetap menjadi bagian dari organisasi yang diikutinya. Menurut Saydam dalam Riyanti
(2015:6), loyalitas kerja merupakan tekat dan kesanggupan dalam menaati segala peraturan,
melakasanakan, dan mengamalkan segala sesuatu yang dipatuhi dengan penuh tanggung jawab,
sikap dan tingkah laku yang baik dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sikap dan tingkah
laku karyawan yang loyal akan tercermin saat mereka melakukan tugasnya dengan
mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, memberikan hubungan yang baik kepada
atasan dan rekan kerja, dan menjaga segala investasi perusahaan yang disediakan. Maka
disinilah peran dan tugas sebenarnya yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin, karena
segala sikap, keputusan, dan tindakan seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam hal motivasi
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sehingga karyawan akan melakukan sikap yang positif dan kepuasan kerja bahkan mendorong
loyalitas karyawan.

Hal yang membentuk Loyaitas adalah power leadership yang dapat diartikan Dalam
leadership power identik dengan kekuatan, kekuasaan, dan kekuatan. Power merupakan
“sarana” kepemimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Power sebagai alat
menjalankan pengaruh. Power adalah kemampuan (ability) untuk menjadikan orang lain mau
melaksanakan sesuatu. Menurut Achmad (2000) power diidentifikasikan sebagai kemampuan
seseorang/ bagian dalam organisasi untuk mempengaruhi orang/ bagian lain (agar menjalankan
perintah atau mengerjakan sesuatu yang sebelumnya tidak mereka inginkan) untuk mencapai
tujuan, sesuai keinginan pemilik power. Sementara itu, authority adalah hak (right) untuk
meminta orang lain melakukan sesuatu. Sejalan dengan pengertian tersebut Ahmad (2000)
mengatakan otoritas merupakan kekuatan untuk mencapai hasil yang diinginkan, tapi hanya
mencakup kekuatan yang telah digariskan menurut hirarki atau garis komando(Ratnasari, 2000).

Peran power sangat penting, terutama berhubungan dengan keinginan membangun
kepemimpinan yang efektif, yang biasanya diukur melalui peningkatan performansi kerja.
Power yang sifatnya intangible dapat berubah menjadi sebuah tools yang berbahaya bagi
organisasi, bila pemakaiannya berlebihan dan melebihi takaran kebutuhan organisasi.
Penggunaan power yang berlebihan akan menyebabkan prosedur dan sisi-sisi manajerial
organisasi porak poranda. Dalam kaitan dengan keberhasilan kepemimpinan, pemakaian power
tidak sepenuhnya dilakukan(Becker, 1999). Hanya kepemimpinan dalam situasi tertentu saja
memerlukan power dari sejumlah sumber power yang tersedia. Dan setiap situasi kepemimpinan
akan membutuhkan kadar dan sumber power tersebut yang akan berbeda satu sama lain.
Pemilihan sumber power yang tepat akan membawa seorang pemimpin berhasil dalam
kepemimpinannya(Anggraini, 2007)

Transformasi partai politik menuju organisasi partai era digital, menjadi sebuah
keniscayaan, agar lahir kelembagaan partai politik modern yang dikelola dengan menggunakan
kekuatan digital space. Formulasi dan model yang telah diterapkan private sector sangat
memungkinkan untuk diadopsi sesuai dengan kebutuhan dan aturan di internal partai. Sistem
kepartaian dan komitmen Indonesia tentang digitalisasi, menurut saya, sangat memungkinkan
partai politik melakukan transformasi itu. Partai politik di era digital, membutuhkan kualifikasi
dan kapasitas baru, yang mampu mengelola kelembagaannya melakukan fungsi partai untuk
menyemaikan bibit demokrasi yang akan melahirkan kesejahteraan bersama(Branine, 2010).
Selain kualifikasi dan kapasitas baru, elit dan pengurus partai politik harus memiliki
kemampuan berpikir inovatif agar selalu menemukan solusi dari masalah masyarakat yang
diintegrasikan dengan social behavioral skills. Keterampilan perilaku sosial itu sangat penting
karena di situlah letak keberhasilan kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi meski selalu mudah
diucapkan tetapi sangat sulit dilaksanakan. Kemampuan kolaboratif ini sangat penting di era
disrupsi karena tidak ada satu pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan cara kerja .

SIMPULAN

1. Mengembangkan program dasar partai bukanlah tugas yang hanya dapat dilakukan oleh para
pakar, meskipun pakar-pakar ini tentu saja dapat memainkan peranan yang menentukan dan
produktif, namun peranan mereka akan tetap terbatas. Lebih penting lagi untuk melibatkan
semua anggota partai untuk terlibat di dalam proses pengembangan ini dengan cara yang
jelas dan matang.

2. Hal yang membentuk Sikap dan tingkah laku karyawan yang loyal akan tercermin saat
mereka melakukan tugasnya dengan mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki,
memberikan hubungan yang baik kepada atasan dan rekan kerja, dan menjaga segala
investasi perusahaan yang disediakan. Maka disinilah peran dan tugas sebenarnya yang harus
dijalankan oleh seorang pemimpin, karena segala sikap, keputusan, dan tindakan seorang
pemimpin sangat berpengaruh dalam hal motivasi sehingga karyawan akan melakukan sikap
yang positif dan kepuasan kerja bahkan mendorong loyalitas karyawan.

3. Selain kualifikasi dan kapasitas baru, elit dan pengurus partai politik harus memiliki
kemampuan berpikir inovatif agar selalu menemukan solusi dari masalah masyarakat yang
diintegrasikan dengan social behavioral skills. Keterampilan perilaku sosial itu sangat
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penting karena di situlah letak keberhasilan kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi meski
selalu mudah diucapkan tetapi sangat sulit dilaksanakan.

SARAN

1. Meningkatkan Komunikasi dan Keterlibatan: Pemimpin partai perlu meningkatkan
komunikasi dan keterlibatan dengan anggota partai di tingkat basis. Ini dapat dilakukan
melalui pertemuan rutin, forum diskusi, atau platform online yang memungkinkan anggota
untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

2. Memperkuat Identitas dan Nilai Bersama: Penting bagi partai politik untuk memperkuat
identitas dan nilai bersama yang dipegang oleh anggota partai. Pemimpin partai perlu secara
konsisten menyampaikan visi, misi, dan tujuan partai yang dapat memotivasi dan
menginspirasi anggota.

3. Mendorong Partisipasi dan Keterlibatan Aktif: Pemimpin partai perlu mendorong partisipasi
dan keterlibatan aktif anggota dalam kegiatan partai politik, seperti kampanye, kegiatan
sosial, atau kegiatan pelayanan masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki
anggota terhadap partai, tetapi juga membangun koneksi emosional yang kuat.

4. Memberdayakan Anggota Basis: Penting bagi pemimpin partai untuk memberdayakan
anggota basis dengan memberikan pelatihan, pendidikan politik, dan dukungan yang
diperlukan untuk memungkinkan mereka menjadi agen perubahan di komunitas mereka
sendiri.

5. Responsif Terhadap Kebutuhan Lokal: Pemimpin partai perlu menjadi responsif terhadap
kebutuhan dan aspirasi lokal di daerah basis partai. Hal ini melibatkan mendengarkan dengan
cermat dan merespons masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota partai di tingkat lokal,
serta mengembangkan solusi yang relevan dan berkelanjutan.
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